
 

 

 
 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA TARAKAN 
 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TARAKAN 

NOMOR 45/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/X/2021 

TENTANG 

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN 

   

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN, 

 

Menimbang :   a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian  

intern Pemerintah secara lebih efektif dan efesien sesuai 

dengan  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 

Tahun 2012, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tarakan;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penunjukan dan 

Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tarakan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

   Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3.  Undang-Undang. . . 



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 786); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Funsi dan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekreatriat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1236); 
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9.  Peraturan. . . 



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di 

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1153); 

10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN 

TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TARAKAN . 

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini.  

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU 

mempunyai tugas sebagaimana berikut: 

1. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan 

penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan 

dan rencana tindak yang telah disusun; 

2. Penanggungjawab, membantu dalam mengarahkan dan 

menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta 

melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas 

penyelenggaraan SPIP; 

3. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal 

penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan 

pelaksanaan kegiatan tim kerja; 

4. Tim kerja, bertugas untuk menyusun rencana 
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Penyelenggaraan. . . 



penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk 

melaksanakan suatu kegiatan SPIP; 

5. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, 

keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP 

serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 Ditetapkan di Tarakan 

 Pada tanggal 11 Oktober 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TARAKAN, 

 
     

ttd. 

ttd 
Salinan                             NASRUDDIN  
 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA TARAKAN 
Sekretaris 
 
 
 
 
  
Fitdiah Safittry 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TARAKAN NOMOR 45/HK.03.1-

Kpt/6571/KPU-Kot/X/2021 

TENTANG 

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN 

TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TARAKAN 

 

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 
INTERN PEMERINTAH  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN 
 

NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM 

TUGAS 

1 Nasruddin Ketua KPU Kota Tarakan  

 
Pengarah 

2 M. Taufik Akbar Anggota KPU Kota Tarakan 

3 Jumaidah Anggota KPU Kota Tarakan 

4 Herry Fitrian Armandita Anggota KPU Kota Tarakan 

5 Abu Talib Ilham Anggota KPU Kota Tarakan 

6 Fitdiah Safittry Sekretaris KPU Kota 

Tarakan 

Penanggung 
Jawab 

7 Halidin Plt. Kepala Sub Bagian 
Hukum  

Ketua 

8 Yuanita Sari Kepala Sub Bagian Teknis 
dan Hubungan Partisipasi 

Masyarakat 

 
Tim kerja/ 

Sekretariat 
9   Dessi Nanda Purbarani Plt. Kepala Sub Keuangan, 

Umum dan Logistik 

 

 Ditetapkan di Tarakan 
 Pada tanggal 11 Oktober 2021 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TARAKAN, 
 

ttd.  
 
 

Salinan                             NASRUDDIN  
Salinan Sesuai dengan Aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA TARAKAN 
Sekretaris 
 
 
 
 
 
Fitdiah Safittry 


